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Penelitian ini diarahkan untuk menguji secara empiris pengaruh
pengawasan internal dan akuntabilitas terhadap kualitas Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Gorontalo. Kajian ini berangkat dari kebutuhan memperkuat fungsi
pengawasan dan pertanggungjawaban agar perencanaan serta
penganggaran tersusun secara tepat, terukur, selaras dengan dokumen
perencanaan strategis, dan mendukung pencapaian kinerja.
Pendekatan yang digunakan ialah kuantitatif dengan desain
eksplanatori. Dari 84 pegawai dalam populasi, diperoleh 69 responden
sebagai sampel melalui rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%.
Data primer dihimpun melalui kuesioner berskala Likert lima tingkat,
sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen RKA, laporan
kinerja, laporan keuangan, regulasi pengelolaan keuangan negara,
serta  laporan  hasil  pemeriksaan. = Pengawasan internal
dioperasionalkan berdasarkan unsur Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, diarahkan pada
pertanggungjawaban aparatur dalam tahapan perencanaan dan
penganggaran. Kualitas RKA dinilai melalui ketepatan perencanaan,
keselarasan dengan dokumen strategis, kejelasan tujuan dan indikator

sementara akuntabilitas

kinerja, ketepatan distribusi anggaran, serta keterukuran output dan
outcome. Pengolahan data dilakukan dengan regresi linear berganda
menggunakan IBM SPSS melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi
pada taraf signifikansi 5%. Analisis tersebut digunakan untuk
mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel independen
maupun pengaruh keduanya secara bersama-sama terhadap kualitas
RKA berdasarkan data empiris. Hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan manfaat praktis dalam memperkuat pengawasan internal
dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu
perencanaan dan penganggaran sektor publik.

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the influence of internal
oversight and accountability on the quality of the Work Plan and
Budget (RKA) at the Gorontalo Regional Office of the Ministry of Law
and Human Rights. The study is motivated by the need to strengthen
oversight and accountability functions to ensure that planning and
budgeting are precise, measurable, aligned with strategic planning
documents, and supportive of performance achievement. A
quantitative approach with an explanatory design was employed.
From a population of 84 employees, a sample of 69 respondents was
selected using the Slovin formula with a 5% margin of error. Primary
data were collected via a five-point Likert scale questionnaire, while
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secondary data were derived from RKA documents, performance
reports, financial reports, state financial management regulations, and
audit reports. Internal oversight was operationalized based on the
elements of the Government Internal Control System, whereas
accountability focused on the responsibility of officials during the
planning and budgeting stages. RKA quality was assessed based on
planning accuracy, alignment with strategic documents, clarity of
objectives and performance indicators, accuracy of budget distribution,
and the measurability of outputs and outcomes. Data analysis involved
multiple linear regression using IBM SPSS —specifically t-tests, F-tests,
and the coefficient of determination—at a 5% significance level. This
analysis served to identify the influence of each independent variable,
as well as their joint influence, on RKA quality based on empirical data.
The study's findings are expected to offer practical benefits for
strengthening internal oversight and accountability as part of efforts to
improve the quality of public sector planning and budgeting.
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1. PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran publik menempati posisi penting dalam membangun
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perkembangan
tuntutan tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak cukup
diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan memastikan setiap sumber
daya publik dialokasikan berdasarkan kebutuhan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta dapat
dipertanggungjawabkan hasil penggunaannya. Oleh karena itu, mutu perencanaan anggaran
menjadi krusial, sebab kekeliruan sejak tahap awal dapat berujung pada alokasi yang tidak tepat,
pelaksanaan yang tidak efisien, dan kesulitan dalam mempertanggungjawabkan capaian kinerja.
Berbagai hasil penelitian memperlihatkan adanya keterkaitan antara pengendalian internal,
perencanaan anggaran, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Rahmawati et al.
menemukan bahwa perencanaan anggaran bersama pengendalian internal memberikan pengaruh
positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah, sedangkan Lemana et al. menunjukkan adanya
pengaruh signifikan akuntabilitas publik terhadap penyerapan anggaran pemerintah [1], [2].
Temuan tersebut menegaskan bahwa kualitas tata kelola anggaran tidak semata-mata ditentukan
oleh jumlah anggaran yang berhasil direalisasikan, melainkan juga oleh mutu sistem pengendalian
dan mekanisme pertanggungjawaban yang menopang perencanaan serta penganggaran.

Di Indonesia, kebutuhan akan perencanaan dan penganggaran yang bermutu semakin
penting karena Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berfungsi
menerjemahkan prioritas pembangunan dan sasaran organisasi ke dalam penggunaan sumber daya
tahunan. RKA yang baik perlu memperlihatkan keterhubungan yang jelas antara dokumen

perencanaan, tujuan dan sasaran organisasi, indikator kinerja, kebutuhan aktual, serta besaran
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alokasi anggaran. Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian
internal berkaitan dengan kualitas tata kelola dan informasi keuangan pemerintah. Susilo et al.,
melalui kajian terhadap 288 aparat pengawasan internal dan 241 pejabat pengelola keuangan
pemerintah daerah di Indonesia, membuktikan bahwa efektivitas pengendalian internal dan good
government governance berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi pemerintah [3].
Putri selanjutnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dan penganggaran
berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah berdasarkan survei terhadap 350 pegawai pada instansi pemerintah pada organisasi
perangkat wilayah [4]. Atas dasar itu, pengawasan internal secara teoritis maupun empiris dapat
dipahami sebagai mekanisme yang mendukung kepatuhan proses perencanaan dan penganggaran,
membantu mengenali risiko, mengurangi kemungkinan penyimpangan, dan meningkatkan
keandalan informasi sebagai landasan penetapan anggaran.

Kondisi serupa dapat diamati pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Data
evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang tercantum dalam proposal
penelitian menunjukkan perubahan nilai total, yakni 80,00 pada 2024, turun menjadi 73,09 pada
2025, kemudian meningkat menjadi 76,92 pada 2026; ketiga periode tersebut tetap memperoleh
predikat BB. Untuk komponen perencanaan kerja, nilai yang dicatat masing-masing sebesar 24 pada
2024, 21 pada 2025, dan 24,6 pada 2026. Hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum atas
pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024-2025 juga menemukan ketidaksesuaian penganggaran
dengan postur anggaran serta adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas. Di samping itu, data
pengawasan internal mencatat peningkatan jumlah temuan di lingkungan Kementerian Hukum dari
534 temuan sampai triwulan IV 2025 menjadi 560 temuan pada 2026. Pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Gorontalo masih terdapat administrasi pertanggungjawaban yang belum
sepenuhnya akuntabel, realisasi penggunaan anggaran yang belum seluruhnya sesuai peruntukan,
serta kondisi yang berpotensi menimbulkan pencatatan akun RKA-K/L lebih saji atau kurang saji
[5]. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa tersedianya sistem perencanaan dan penganggaran
secara formal belum menjadi jaminan otomatis atas kualitas RKA. Karena itu, efektivitas
pengawasan internal dan tingkat akuntabilitas aparatur perlu dibuktikan melalui pengujian empiris.

Kajian sebelumnya telah banyak membahas keterkaitan pengawasan internal dan
akuntabilitas dengan beragam hasil pengelolaan keuangan pemerintah. Namun, variabel terikat
yang digunakan lebih sering berupa akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, kualitas laporan
keuangan, atau penyerapan anggaran. Rahmawati et al. [1], misalnya, menjadikan akuntabilitas
keuangan sebagai keluaran dengan penyerapan anggaran sebagai variabel mediasi, sedangkan
Lemana et al. [2] memusatkan perhatian pada penyerapan anggaran. Permata, Rahayu, dan Yudi
memperoleh hasil bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya serap
anggaran, sementara akuntabilitas secara parsial tidak menunjukkan pengaruh signifikan [6].
Mulyati et al. menemukan pula bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah
memengaruhi kualitas laporan keuangan yang kemudian berkaitan dengan akuntabilitas keuangan
[7]. Pada sisi lain, Tauda et al. dalam penelitian pemerintah daerah membuktikan bahwa
penganggaran berbasis kinerja dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan
terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah [8]. Variasi fokus tersebut memperlihatkan research gap
berupa masih terbatasnya penelitian kuantitatif yang secara langsung menempatkan pengawasan
internal dan akuntabilitas sebagai faktor penentu kualitas Rencana Kerja dan Anggaran, terutama

pada organisasi vertikal kementerian di tingkat wilayah. Penelitian ini berupaya menjawab
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kesenjangan tersebut dengan menjadikan kualitas RKA sebagai variabel dependen yang dinilai
melalui ketepatan perencanaan, kesesuaian dengan dokumen strategis, kejelasan tujuan dan
indikator kinerja, ketepatan alokasi anggaran, serta keterukuran output dan outcome sebagaimana
batasan penelitian dalam proposal [9].

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti empiris
mengenai pengaruh pengawasan internal dan akuntabilitas terhadap kualitas Rencana Kerja dan
Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, baik secara individual maupun
bersama-sama. Secara teoretis, hubungan antarvariabel dapat dipahami melalui perspektif
manajemen sektor publik dan tata kelola, di mana pengendalian berfungsi menjaga agar aktivitas
organisasi tetap mengarah pada tujuan, sedangkan akuntabilitas memastikan kewenangan dan
sumber daya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar itu, pertanyaan penelitian
dirumuskan sebagai berikut: (1) apakah pengawasan internal berpengaruh terhadap kualitas RKA;
(2) apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas RKA; dan (3) apakah pengawasan internal
dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas RKA pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Gorontalo? Sejalan dengan kerangka tersebut, hipotesis yang diajukan ialah
H1: pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas RKA; H2:
akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas RKA; dan H3: pengawasan
internal dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas
RKA. Pengujian terhadap hubungan tersebut diharapkan menambah bukti mengenai determinan
kualitas perencanaan dan penganggaran sektor publik sekaligus menjadi pijakan bagi penguatan
mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penyusunan RKA di lingkungan Kementerian

Hukum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoretis dan Kerangka Konseptual

Pengelolaan sektor publik dan kualitas perencanaan anggaran. Pengelolaan
keuangan sektor publik memerlukan perencanaan dan penganggaran yang dapat
menyelaraskan sumber daya yang tersedia dengan tujuan, sasaran, serta hasil yang
ditargetkan organisasi. Dalam pemerintahan, kualitas anggaran tidak cukup dinilai
dari jumlah dana atau tingkat realisasinya, tetapi juga dari ketepatan perencanaan,
keterkaitan anggaran dengan kinerja, transparansi, akuntabilitas, dan kedisiplinan
dalam pemanfaatan sumber daya publik. Rahmawati et al. menunjukkan adanya
hubungan antara perencanaan anggaran dan pengendalian internal dengan
akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, sedangkan kajian mengenai performance-
based budgeting menegaskan peran penganggaran berbasis kinerja dalam mengaitkan
alokasi sumber daya dengan akuntabilitas kinerja pemerintah [1], [2]. Pandangan
tersebut sesuai dengan penelitian ini karena Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
berfungsi mengoperasionalkan sasaran organisasi melalui program, kegiatan,
indikator, target, dan kebutuhan dana. Dengan demikian, kualitas RKA dapat
dimaknai sebagai kemampuan dokumen anggaran untuk merepresentasikan
kebutuhan organisasi secara akurat, selaras dengan dokumen perencanaan, dapat
diukur, dan diarahkan pada pencapaian kinerja.

Pengawasan internal. Dalam penelitian ini, pengawasan internal merujuk pada

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yakni mekanisme pengendalian yang

Vol. 4, No. 03, Juli 2026, pp. 662~678



Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science 0 666

dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pimpinan bersama seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan
kerangka penelitian pada proposal, dimensinya meliputi lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan
pengendalian intern. Secara konseptual, mekanisme tersebut diarahkan untuk
memastikan kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan, prosedur, ketentuan, dan risiko
yang telah dikenali. Bukti penelitian menunjukkan bahwa unsur SPIP berkaitan dengan
akuntabilitas keuangan. Utami dan Ganika menguji lima unsur SPIP—lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi,
serta pemantauan—dan menunjukkan arti penting sistem pengendalian pemerintah
dalam menjelaskan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah [3]. Putri juga
menemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah [4]. Dalam penelitian ini,
efektivitas pengawasan internal diperkirakan meningkatkan kemampuan organisasi
dalam mencegah kekeliruan perencanaan, mengenali risiko penganggaran, mematuhi
ketentuan, dan mempertahankan keselarasan antara rencana kerja dan alokasi
anggaran. Oleh karena itu, secara teoretis pengawasan internal diprediksi memberikan
pengaruh positif terhadap kualitas RKA.

Akuntabilitas. Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban organisasi dan aparatur
untuk memberikan pertanggungjawaban atas kewenangan, sumber daya, keputusan,
serta hasil yang dicapai kepada pihak yang berhak memperoleh informasi dan
pertanggungjawaban. Fokus akuntabilitas dalam penelitian ini adalah
pertanggungjawaban kinerja aparatur pada proses penyusunan rencana kerja dan
anggaran, termasuk kemampuan menjelaskan perencanaan program dan
penganggaran secara transparan, terukur, serta selaras dengan sasaran organisasi.
Hubungan tersebut dapat diterangkan melalui agency theory, karena pengelolaan
sumber daya publik melibatkan relasi mandat antara pihak pemberi amanah dan pihak
yang menerima serta menjalankan amanah. Sebagai pelaksana mandat, aparatur
pemerintah  dituntut menghasilkan keputusan anggaran yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada organisasi maupun pemangku kepentingan. Dengan
adanya akuntabilitas, setiap program, kegiatan, indikator, target, dan alokasi anggaran
dituntut memiliki dasar yang jelas serta dapat dijelaskan secara rasional. Secara
empiris, Lemana et al. menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan
terhadap penyerapan anggaran pada kementerian dan lembaga pemerintah di
Indonesia [5]. Rahmawati et al. juga menemukan hubungan positif antara perencanaan
anggaran dan pengendalian internal dengan akuntabilitas keuangan [1]. Oleh sebab itu,
peningkatan akuntabilitas aparatur dalam perencanaan dan penganggaran
diperkirakan memperkuat dorongan untuk menghasilkan RKA yang transparan,
rasional, terukur, dan sejalan dengan sasaran kinerja organisasi.

Kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dalam model penelitian ini, kualitas
RKA ditempatkan sebagai variabel dependen sekaligus hasil dari proses perencanaan
dan penganggaran. Kualitas tersebut tidak hanya ditentukan oleh akurasi nominal
anggaran, tetapi juga oleh mutu substansi perencanaan yang menjadi dasar

penyusunannya. Sesuai proposal penelitian, kualitas RKA dibatasi pada ketepatan
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perencanaan, keselarasan dengan dokumen perencanaan strategis, kejelasan tujuan
dan indikator kinerja, ketepatan alokasi anggaran, serta keterukuran output dan
outcome. Batasan ini sejalan dengan kajian kualitas anggaran pemerintah yang
menggunakan transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin, keadilan anggaran,
efisiensi dan efektivitas, serta orientasi kinerja sebagai karakteristik kualitas anggaran
[6]. Dengan demikian, RKA yang berkualitas harus memperlihatkan keterkaitan logis
antara kebutuhan atau persoalan organisasi, tujuan, kegiatan, indikator kinerja, target,
dan sumber daya yang diperlukan. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Gorontalo, mutu RKA penting karena dokumen tersebut menjadi pijakan pelaksanaan
program dan kegiatan sekaligus sarana untuk melihat keselarasan perencanaan,
penganggaran, dan kinerja organisasi.

Hubungan pengawasan internal terhadap kualitas RKA. Keterkaitan pengawasan
internal dengan kualitas RKA dapat diterangkan melalui fungsi pengendalian yang
menjaga agar setiap tahapan penyusunan perencanaan dan anggaran tetap sesuai
prosedur serta arah organisasi. Pengawasan yang berjalan efektif memberi ruang bagi
organisasi untuk mengenali risiko sejak awal penyusunan anggaran, menelaah usulan
kegiatan, menguji kesesuaian kebutuhan dengan alokasi dana, dan menemukan
potensi kesalahan sebelum RKA ditetapkan. Rahmawati et al. membuktikan bahwa
internal control berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah
daerah [1]. Putri juga memperoleh bukti bahwa SPIP berpengaruh positif dan
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah [4]. Sebaliknya, Lemana et al.
menemukan bahwa SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran,
sedangkan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan [5]. Perbedaan hasil tersebut
menunjukkan bahwa konsekuensi pengawasan internal dapat berbeda menurut
keluaran yang digunakan. Penyerapan anggaran menggambarkan pelaksanaan
anggaran, sementara kualitas RKA lebih merepresentasikan mutu tahap perencanaan.
Karena itu, penelitian ini penting untuk menguji apakah pengawasan internal
memberikan pengaruh langsung terhadap mutu dokumen perencanaan dan
penganggaran. Berdasarkan pertimbangan teoretis tersebut, hipotesis pertama
dirumuskan: H1: Pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kualitas Rencana Kerja dan Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Gorontalo.

Hubungan akuntabilitas terhadap kualitas RKA. Secara teoretis, tuntutan
akuntabilitas mengarahkan aparatur untuk menghasilkan perencanaan dan anggaran
yang dapat dijelaskan serta dipertanggungjawabkan berdasarkan tujuan dan hasil yang
ditetapkan. Apabila penyusunan RKA berlangsung dalam lingkungan dengan
tuntutan pertanggungjawaban yang kuat, aparatur akan lebih terdorong memastikan
setiap program dan kegiatan didukung kebutuhan yang jelas, indikator kinerja yang
terukur, alokasi yang rasional, dan keterkaitan yang konsisten dengan sasaran
organisasi. Lemana et al. menemukan bahwa public accountability berpengaruh
signifikan terhadap budget absorption pada kementerian dan lembaga di Indonesia [5].
Rahmawati et al. juga memperoleh bukti adanya pengaruh positif akuntabilitas yang
berkaitan dengan perencanaan anggaran dan pengendalian internal [1]. Namun,

Permata et al. menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap daya
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2.2

2.3

serap anggaran, sementara akuntabilitas tidak memberikan pengaruh parsial yang
signifikan [7]. Ketidakkonsistenan tersebut mengisyaratkan bahwa pengaruh
akuntabilitas dapat berbeda pada berbagai dimensi pengelolaan anggaran.
Kesenjangan ini penting dikaji karena penelitian sebelumnya lebih banyak
menghubungkan akuntabilitas dengan penyerapan anggaran atau kinerja, bukan
dengan kualitas RKA sebagai produk perencanaan. Berdasarkan argumentasi tersebut,
hipotesis kedua dirumuskan: H2: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kualitas Rencana Kerja dan Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Gorontalo.
Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu menjadi landasan empiris bagi model penelitian ini.
Pertama, Rahmawati et al. [1] membuktikan bahwa perencanaan anggaran dan
pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan; namun,
akuntabilitas ditempatkan sebagai keluaran dan penyerapan anggaran digunakan
sebagai mekanisme mediasi. Kedua, Lemana et al. [5] menunjukkan bahwa
akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran,
sedangkan SPIP tidak menunjukkan pengaruh signifikan; fokus kajiannya adalah
penyerapan anggaran pada kementerian dan lembaga, bukan kualitas RKA. Ketiga,
Putri [4] menemukan bahwa SPIP dan Penerapan penganggaran berbasis kinerja
berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja
pemerintah, tetapi kualitas RKA tidak digunakan sebagai variabel dependen. Dengan
demikian, studi terdahulu lebih banyak menempatkan pengawasan internal dan
akuntabilitas dalam kaitannya dengan akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan,
kualitas laporan keuangan, maupun penyerapan anggaran. Penelitian yang secara
bersamaan menggunakan pengawasan internal dan akuntabilitas sebagai prediktor
kualitas RKA masih relatif terbatas. Kajian yang secara khusus mengambil organisasi
vertikal kementerian pada tingkat wilayah juga belum banyak ditemukan. Research
gap tersebut menjadi pijakan penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Gorontalo. Selain menguji pengaruh setiap variabel secara parsial, penelitian ini
menilai pengaruh keduanya secara simultan terhadap kualitas RKA sehingga
diharapkan menambah bukti empiris mengenai determinan mutu perencanaan dan
penganggaran sektor publik.
Kerangka Berpikir dan Model Konseptual

Berdasarkan hasil kajian teoretis dan temuan penelitian sebelumnya, model
penelitian menempatkan pengawasan internal (X1) serta akuntabilitas (X2) sebagai
variabel independen yang diperkirakan menentukan kualitas Rencana Kerja dan
Anggaran (Y). Pengawasan internal yang mencakup lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan
dipandang dapat membentuk proses perencanaan yang lebih tertib, patuh, sekaligus
responsif terhadap risiko. Di sisi lain, akuntabilitas mendorong aparatur memberikan
pertanggungjawaban atas proses maupun hasil perencanaan secara transparan,
terukur, dan sejalan dengan sasaran organisasi. Kedua mekanisme tersebut
diperkirakan bekerja secara saling melengkapi untuk menghasilkan RKA yang

bermutu, yakni dokumen yang konsisten dengan perencanaan, mempunyai tujuan
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serta indikator yang jelas, menetapkan alokasi anggaran secara tepat, dan
menghasilkan output serta outcome yang dapat diukur. Oleh karena itu, model
konseptual mengasumsikan hubungan pengawasan internal (X1) — kualitas RKA (Y)
dan akuntabilitas (X2) — kualitas RKA (Y), serta hubungan simultan pengawasan
internal dan akuntabilitas — kualitas RKA. Model ini selanjutnya menjadi landasan
pengujian hipotesis kuantitatif melalui analisis pengaruh parsial dan simultan sesuai

rumusan penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori (explanatory
research). Desain tersebut dipilih untuk menjelaskan pengaruh pengawasan internal dan
akuntabilitas sebagai variabel independen terhadap kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
sebagai variabel dependen pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pemilihan desain
ini sesuai dengan tujuan penelitian yang tidak berhenti pada penggambaran kondisi variabel, tetapi
juga menguji hubungan antarvariabel secara empiris melalui hipotesis. Penggunaan pendekatan
kuantitatif dan kuesioner juga dijumpai pada penelitian sektor publik sebelumnya dalam menguji
keterkaitan sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas keuangan. Utami dan Ganika,
misalnya, menerapkan kuesioner dan analisis berbantuan SPSS untuk menguji lima unsur sistem
pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Lokasi penelitian
dipilih di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo karena organisasi tersebut menjalankan
fungsi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja serta memiliki aparatur yang terlibat
dalam penyusunan RKA.

Sumber data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner tertutup yang disampaikan kepada aparatur
yang terlibat dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran. Instrumen menggunakan skala Likert
lima tingkat, yakni 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.
Kuesioner tersebut digunakan untuk menangkap persepsi responden mengenai pelaksanaan
pengawasan internal, tingkat akuntabilitas aparatur, dan kualitas RKA. Sementara itu, data
sekunder dihimpun melalui dokumentasi terhadap dokumen resmi organisasi, yang mencakup
dokumen RKA, laporan kinerja, laporan keuangan, peraturan perundang-undangan terkait
pengelolaan keuangan negara, dan laporan hasil pemeriksaan. Data dokumenter berfungsi sebagai
informasi pendukung untuk memperkuat temuan dari kuesioner. Selain itu, observasi terbatas
secara non-partisipatif dimungkinkan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai proses
perencanaan, koordinasi antarunit, dan pelaksanaan mekanisme pengawasan internal.

Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Gorontalo yang berada dalam lingkungan organisasi dan memiliki keterkaitan dengan perencanaan,
penganggaran, pengelolaan, maupun pengendalian RKA. Mengacu pada data proposal, jumlah
populasi mencapai 84 orang, terdiri atas 75 PNS dan 9 P3K paruh waktu. Dengan menggunakan
rumus Slovin pada tingkat kesalahan 5%, diperoleh ukuran sampel 69,4 yang kemudian dibulatkan
menjadi 69 responden. Responden dipilih dari aparatur yang mempunyai pengalaman dan
pengetahuan terkait proses RKA agar informasi yang diberikan sesuai dengan tujuan penelitian.
Unit analisis penelitian adalah individu aparatur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Gorontalo, sedangkan objek yang dianalisis berupa persepsi mengenai pengawasan internal,

akuntabilitas, dan kualitas RKA. Penetapan responden yang memahami proses perencanaan dan
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penganggaran diperlukan untuk mempertahankan relevansi data, mengingat kualitas respons
kuesioner berkaitan erat dengan pengalaman responden terhadap objek yang diteliti.

Penyusunan instrumen penelitian didasarkan pada definisi operasional serta indikator yang
digunakan untuk setiap variabel. Pengawasan internal (X1) diukur melalui unsur Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Akuntabilitas (X2) dioperasionalkan
melalui pertanggungjawaban aparatur dalam perencanaan dan penganggaran, sedangkan kualitas
RKA (Y) dinilai berdasarkan ketepatan perencanaan, keselarasan dengan dokumen perencanaan
strategis, kejelasan tujuan dan indikator kinerja, ketepatan alokasi anggaran, serta keterukuran
output dan outcome. Sebelum digunakan dalam analisis, instrumen diperiksa melalui uji validitas
dan reliabilitas. Uji validitas bertujuan memastikan setiap butir mampu merepresentasikan konstruk
yang diukur, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi internal instrumen.
Penggunaan kuesioner dan pengujian kuantitatif untuk mengukur pengendalian internal serta
akuntabilitas sektor publik juga diterapkan pada penelitian terdahulu. Utami dan Ganika, misalnya,
menggunakan kuesioner kepada 85 responden serta SPSS dalam penelitian SPIP dan akuntabilitas
keuangan. Jatmiko, Haya, dan Utami juga menerapkan survei dan kuesioner kepada 121 responden
dari 30 organisasi pemerintah daerah untuk menguji peran akuntabilitas keuangan publik dan
pengendalian internal.

Pengolahan data dilakukan dengan IBM SPSS melalui statistik deskriptif dan inferensial.
Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan karakteristik responden dan pola distribusi data
melalui frekuensi, persentase, nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), serta standar deviasi.
Tahap berikutnya mencakup uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik yang terdiri atas normalitas,
multikolinearitas, serta heteroskedastisitas sebelum model regresi diuji. Pengujian hipotesis
menggunakan regresi linear berganda untuk mengidentifikasi pengaruh pengawasan internal dan
akuntabilitas terhadap kualitas RKA dengan persamaan Y = a + 3:X; + 3,Xp + €. Uji t digunakan
untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, sedangkan uji F
digunakan untuk menilai pengaruh keduanya secara simultan. Koefisien determinasi (R?)
digunakan untuk mengetahui proporsi variasi kualitas RKA yang dapat dijelaskan oleh pengawasan
internal dan akuntabilitas. Taraf signifikansi yang digunakan adalah o = 0,05; nilai signifikansi < 0,05
menjadi dasar penerimaan hipotesis alternatif dan penolakan hipotesis nol, sedangkan nilai
signifikansi > 0,05 menjadi dasar penolakan hipotesis alternatif. Penggunaan regresi linear berganda
dan SPSS juga memiliki dukungan empiris dalam penelitian sektor publik, termasuk studi Utami
dan Ganika yang memanfaatkan SPSS untuk menguji pengaruh unsur SPIP terhadap akuntabilitas

keuangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil

Penelitian ini menguji pengaruh pengawasan internal dan akuntabilitas terhadap kualitas
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo.
Pengawasan internal (X1) dioperasionalkan melalui lima unsur Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian,
informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. Akuntabilitas (X2) diukur

melalui akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta
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akuntabilitas kebijakan. Adapun kualitas RKA (Y) diukur menggunakan indikator kinerja, standar

biaya, dan evaluasi kinerja. Seluruh konstruk penelitian diukur dengan skala Likert lima tingkat.

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pola respons
responden pada setiap variabel penelitian. Parameter yang disajikan mencakup nilai minimum dan

maksimum, nilai rata-rata, standar deviasi, distribusi frekuensi, serta persentase.

Tabel 1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

‘ Variabel "MinimumHMaximum"MeanHStd. Deviation‘
‘Pengawasan Internal (X1) " [] H [] H [] H [] ‘
[ Akuntabilitas (X2) bl 0 I o ol o ]
‘Kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (Y)" [1 H [] H [] H [] ‘

Merujuk pada Tabel 1, nilai rata-rata pengawasan internal tercatat sebesar [ ], akuntabilitas
sebesar [ ], dan kualitas RKA sebesar [ ]. Rata-rata tersebut menggambarkan kecenderungan
penilaian responden terhadap kondisi masing-masing variabel. Variabel yang memiliki mean
tertinggi dapat dipandang sebagai aspek yang relatif lebih baik menurut responden, sedangkan
mean terendah menunjukkan bagian yang masih membutuhkan perhatian dan peningkatan.
Sementara itu, standar deviasi sebesar [ ] untuk pengawasan internal, [ ] untuk akuntabilitas, dan [

] untuk kualitas RKA menggambarkan tingkat keragaman respons pada setiap variabel.

4.1.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum hipotesis diuji, kualitas instrumen terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan
bahwa setiap pernyataan benar-benar mengukur konstruk secara tepat dan konsisten. Validitas
dinilai menggunakan Corrected Item-Total Correlation, sedangkan reliabilitas ditentukan melalui
Cronbach's Alpha. Dalam rancangan penelitian, suatu item dianggap valid apabila korelasi item
melampaui nilai r-tabel atau tingkat signifikansinya kurang dari 0,05. Instrumen dinilai reliabel
apabila nilai Cronbach's Alpha > 0,70.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

‘ Variabel HCronbach's AlphaHKriteriaH Keterangan ‘
‘Pengawasan Internal (X1) H [1 H >0,70 H[Reliabel/Tidak]‘
| Akuntabilitas (X2) | [] || 20,70 |[Reliabel/Tidak]]
‘Kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (Y)H [1 H >0,70 H[Reliabel/Tidak]‘

Pada Tabel 2 ditampilkan nilai Cronbach's Alpha untuk pengawasan internal sebesar [ ],
akuntabilitas sebesar [ ], dan kualitas RKA sebesar [ ]. Berdasarkan nilai tersebut, instrumen
penelitian [dinyatakan reliabel/tidak seluruhnya reliabel] dan [layak/belum layak] dipergunakan
pada tahap analisis berikutnya.
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4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilaksanakan sebelum estimasi regresi linear berganda untuk memastikan
model memenuhi ketentuan statistik yang diperlukan. Pengujian mencakup normalitas,
multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Data dianggap berdistribusi normal apabila nilai
signifikansi uji normalitas > 0,05. Tidak adanya multikolinearitas ditunjukkan oleh tolerance > 0,10
dan VIF < 10, sedangkan heteroskedastisitas dinyatakan tidak terjadi apabila nilai signifikansi uji
Glejser > 0,05.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

‘ Pengujian H Indikator HNilaiH Kriteria H Keterangan ‘
‘ Normalitas HSig. Kolmogorov—SmirnovH [1 H > 0,05 H [Normal/Tidak] ‘
| Multikolinearitas X1 || Tolerance /VIE  |[1/[]/>0,10/<10|| [Terpenuhi/Tidak] |
| Multikolinearitas X2 || Tolerance /VIF |11/ 1]>0,10/<10|| [Terpenuhi/Tidak] |
‘Heteroskedastisitas XlH Sig. Glejser H [] H > 0,05 H[Tidakterjadi/'l“erjadi]‘
[Heteroskedastisitas X2 Sig. Glejser | 11 || >005 |[Tidak terjadi/Terjadi]

Berdasarkan hasil pengujian, model regresi yang digunakan [telah/belum] memenuhi
persyaratan asumsi klasik. Jika seluruh kriteria tersebut terpenuhi, regresi linear berganda dapat
diterapkan untuk menganalisis pengaruh pengawasan internal dan akuntabilitas terhadap kualitas
RKA.

4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda
Regresi linear berganda diterapkan untuk mengestimasi pengaruh pengawasan internal
(X1) dan akuntabilitas (X2) terhadap kualitas RKA (Y). Persamaan model penelitian dinyatakan
sebagai:
Y=a+pXi+PXz+¢

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

‘ Variabel “Std. ErrorHBeta“Sig.‘
Konstanta jol_ o - o]
‘Pengawasan Internal (Xl)“ [1] H [1] " [1 ‘
| Akuntabilitas (X2) Il o Toloo]

Mengacu pada Tabel 4, persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = [ ] + [ ]X1 + [ ]X2.
Koefisien regresi pengawasan internal sebesar [ ] berarti bahwa kenaikan satu satuan pada
pengawasan internal diperkirakan mengubah kualitas RKA sebesar [ ] satuan ketika akuntabilitas
berada dalam kondisi tetap. Adapun koefisien regresi akuntabilitas sebesar [ ] menunjukkan bahwa
peningkatan akuntabilitas satu satuan diperkirakan menghasilkan perubahan kualitas RKA sebesar

[ ] satuan dengan pengawasan internal dianggap konstan.

4.1.5 Uji Hipotesis Parsial
Pengaruh masing-masing variabel diuji secara parsial melalui uji t pada taraf signifikansi

5%. Hipotesis penelitian menyatakan bahwa pengawasan internal memberikan pengaruh positif
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dan signifikan terhadap kualitas RKA, demikian pula akuntabilitas diperkirakan memberikan

pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas RKA.

Tabel 5. Hasil Uji t

‘Hipotesis‘ ’ Pengaruh t-hitung‘ ‘Sig.H Keputusan ‘
‘ H1 HPengawasan Internal — Kualitas RKAH [1 H [1 H[Diterima/Ditolak]‘
| H2 | Akuntabilitas — Kualitas RKA | 11 | 11 piterima/Ditolak]|

Berdasarkan hasil uji t, pengawasan internal memperoleh nilai t sebesar [ ] dengan tingkat
signifikansi [ ]. Karena nilai signifikansi [< /2] 0,05, H1 dinyatakan [diterima/ditolak]. Dengan hasil
tersebut, pengawasan internal [berpengaruh/tidak berpengaruh] secara signifikan terhadap kualitas
RKA.

Hasil uji t untuk akuntabilitas menunjukkan nilai t sebesar [ ] dan signifikansi sebesar [ ].
Setelah dibandingkan dengan batas [< /2] 0,05, H2 [diterima/ditolak]. Oleh karena itu, akuntabilitas
[berpengaruh/tidak berpengaruh] secara signifikan terhadap kualitas RKA.

4.1.6 Pengujian hipotesis secara simultan
Uji F digunakan untuk menilai apakah pengawasan internal dan akuntabilitas secara
bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kualitas RKA. Sesuai rancangan penelitian, uji

simultan tersebut menggunakan tingkat signifikansi 0,05 sebagai dasar pengambilan keputusan.

Tabel 6. Hasil Uji F
‘ Model HF-hitungHSig.H Keputusan ‘
X1danx2 Y| [1 | 11 ][[H3 Diterima/Ditolak]

Nilai F sebesar [ ] dengan signifikansi [ ] memberikan gambaran bahwa pengawasan internal
dan akuntabilitas secara simultan [berpengaruh/tidak berpengaruh] terhadap kualitas RKA. Dengan
mempertimbangkan nilai signifikansi [</ 2] 0,05, keputusan terhadap H3 adalah [diterima/ditolak].

4.1.7 Koefisien Determinasi
Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

@‘R SquareHAdjusted R SquareHStd. Error of Estimate‘

ol o ] H ] |

Hasil estimasi menghasilkan nilai R Square sebesar [ ]. Nilai tersebut menunjukkan bahwa

pengawasan internal dan akuntabilitas secara bersama-sama menjelaskan sebesar [ ]% variasi
kualitas RKA, sementara [ ]% sisanya berkaitan dengan faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam

model penelitian.

4.2 Diskusi

4.2.1 Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kualitas RKA

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengawasan internal [pengaruh positif yang
signifikan/tidak berpengaruh signifikan] terhadap kualitas RKA. Dengan demikian, temuan
tersebut [mendukung/tidak mendukung] hipotesis pertama. Secara konseptual, pengawasan
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internal berfungsi menjaga agar perencanaan dan penganggaran tetap mengikuti ketentuan, risiko
dapat dikenali, kegiatan pengendalian terlaksana, informasi tersedia secara memadai, dan hasil
pemantauan memperoleh tindak lanjut. Kelima unsur tersebut digunakan sebagai dasar
operasionalisasi pengawasan internal dalam penelitian ini.

Apabila hasil pengujian membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan, kondisi
tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas pengawasan internal dapat diikuti oleh
peningkatan kualitas RKA. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu dalam proposal, termasuk
Handayani dan Ridwan (2024) yang menemukan bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas kinerja serta Permata et al. (2023) yang menunjukkan pengaruh pengawasan terhadap
daya serap anggaran. Kendati demikian, kedua penelitian tersebut menggunakan variabel
dependen yang berbeda, sehingga penelitian ini memiliki kekhususan karena memusatkan

perhatian pada kualitas RKA sebagai keluaran perencanaan dan penganggaran.

4.2.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas RKA

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa akuntabilitas [pengaruh positif dan
signifikan/tidak berpengaruh signifikan] terhadap kualitas RKA. Temuan tersebut
[mendukung/tidak mendukung] hipotesis kedua. Akuntabilitas dalam penelitian ini meliputi
akuntabilitas kejujuran dan hukum, proses, program, serta kebijakan. Secara teoretis, semakin kuat
pertanggungjawaban aparatur selama penyusunan rencana dan anggaran, semakin besar pula
dorongan untuk memastikan program, kegiatan, indikator, dan alokasi anggaran memiliki dasar
yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan tersebut dapat ditempatkan dalam perbandingan dengan penelitian Idawati dan
Eleonora (2024) yang menyatakan bahwa SPIP dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap
kualitas laporan keuangan. Perbedaannya terutama terletak pada variabel dependen yang
digunakan. Penelitian terdahulu berfokus pada kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian ini
menilai kualitas RKA. Perbedaan keluaran tersebut penting karena RKA dihasilkan pada fase
perencanaan dan penganggaran, sementara laporan keuangan merupakan produk pada tahap

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

4.2.3 Pengaruh Pengawasan Internal dan Akuntabilitas terhadap Kualitas RKA Secara
Simultan

Hasil uji F menunjukkan bahwa pengawasan internal dan akuntabilitas secara simultan
[berpengaruh positif dan signifikan/tidak berpengaruh signifikan] terhadap kualitas RKA. Temuan
ini [mendukung/tidak mendukung] hipotesis ketiga. Dari sisi konseptual, kualitas RKA tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan mekanisme pengawasan, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam
mempertanggungjawabkan proses dan keputusan perencanaan serta penganggaran. Dengan
demikian, pengawasan internal dan akuntabilitas dapat diposisikan sebagai dua mekanisme yang
saling memperkuat dalam membentuk RKA yang berkualitas.

Temuan ini turut memperkuat research gap yang telah dirumuskan dalam proposal. Studi
sebelumnya lebih banyak mengaitkan pengawasan internal dan akuntabilitas dengan kualitas
laporan keuangan, akuntabilitas kinerja, tata kelola, maupun daya serap anggaran. Sebaliknya,
kajian yang secara khusus menguji kedua variabel tersebut sebagai faktor yang memengaruhi

kualitas RKA masih relatif terbatas. Apabila pengujian simultan menghasilkan pengaruh signifikan,

Vol. 4, No. 03, Juli 2026, pp. 662~678



Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science 3 675

penelitian ini dapat memperluas bukti empiris mengenai faktor penentu kualitas dokumen

perencanaan dan penganggaran pada instansi pemerintah.

4.1.4 Implikasi Praktis dan Kebijakan

Hasil penelitian memiliki sejumlah konsekuensi praktis bagi Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Gorontalo. Jika pengawasan internal terbukti signifikan, penguatan fungsi tersebut perlu
dimulai sejak penyusunan RKA dan tidak hanya dilakukan ketika anggaran telah dilaksanakan.
Bentuk penguatan dapat berupa identifikasi risiko, reviu keselarasan program dengan dokumen
perencanaan, penilaian kewajaran alokasi anggaran, serta pemantauan dan tindak lanjut atas hasil
pengawasan.

Apabila akuntabilitas terbukti signifikan, organisasi perlu menetapkan pihak yang
bertanggung jawab atas setiap program dan kegiatan secara lebih tegas, memperkuat dokumentasi
yang menjadi dasar penyusunan anggaran, serta menjaga keterhubungan antara indikator kinerja
dan sumber daya yang dialokasikan. Langkah tersebut sejalan dengan tujuan penelitian untuk
memberikan manfaat praktis bagi penyempurnaan proses perencanaan dan penganggaran di

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo.

4.1.5 Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi untuk Penelitian Mendatang

Keterbatasan penelitian terutama berkaitan dengan cakupan objek yang hanya berfokus
pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Di samping itu, pengukuran variabel
menggunakan kuesioner sehingga informasi yang diperoleh terutama merepresentasikan persepsi
responden. Penelitian berikutnya dapat memperluas unit observasi ke beberapa kantor wilayah atau
kementerian/lembaga sehingga daya generalisasi temuan menjadi lebih luas.

Studi berikutnya juga dapat menerapkan data longitudinal serta memadukan data persepsi
dengan indikator objektif, antara lain hasil reviu RKA, jumlah revisi anggaran, temuan pemeriksaan,
kesesuaian target dengan realisasi, dan capaian kinerja. Untuk membentuk model yang lebih
komprehensif mengenai determinan kualitas RKA, variabel seperti kompetensi aparatur,
manajemen risiko, kualitas informasi, komitmen organisasi, dan penerapan penganggaran berbasis

kinerja dapat turut dipertimbangkan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengawasan internal dan akuntabilitas
terhadap kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan internal [berpengaruh positif dan
signifikan/tidak berpengaruh signifikan] terhadap kualitas RKA sehingga hipotesis pertama
[diterima/ditolak]. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa [semakin baik pengawasan internal,
semakin baik kualitas RKA/pengawasan internal belum menunjukkan pengaruh yang signifikan
terhadap kualitas RKA]. Dalam penelitian ini, pengawasan internal mencakup lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta
pemantauan pengendalian internal.

Akuntabilitas [berpengaruh positif dan signifikan/tidak berpengaruh signifikan] terhadap
kualitas RKA sehingga hipotesis kedua [diterima/ditolak]. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
[semakin tinggi akuntabilitas aparatur dalam proses perencanaan dan penganggaran, semakin baik

kualitas RKA/akuntabilitas belum memberikan menunjukkan pengaruh positif yang signifikan
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terhadap kualitas RKA]. Selanjutnya, pengawasan internal bersama akuntabilitas secara simultan
[berpengaruh signifikan/tidak berpengaruh signifikan] terhadap kualitas RKA sehingga hipotesis
ketiga [diterima/ditolak]. Secara keseluruhan, temuan penelitian memberikan bukti empiris
mengenai hubungan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dengan mutu proses
perencanaan serta penganggaran pada organisasi pemerintah.

Implikasi praktis penelitian menegaskan bahwa peningkatan mutu RKA perlu diiringi
penguatan pengawasan internal dan akuntabilitas pada seluruh tahapan perencanaan serta
penganggaran. Pengawasan dapat difokuskan pada identifikasi risiko, penilaian kesesuaian
program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan, ketepatan penetapan alokasi anggaran, serta
pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pada sisi lain, akuntabilitas perlu diperkuat
melalui penegasan pihak yang bertanggung jawab, penggunaan indikator kinerja yang terukur,
serta pertanggungjawaban atas keputusan dan alokasi sumber daya. Langkah tersebut diharapkan
mendukung terbentuknya RKA yang lebih akurat, terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil
kinerja.

Penelitian ini dibatasi oleh objek yang hanya mencakup Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Gorontalo, sehingga kehati-hatian diperlukan ketika hasilnya hendak digeneralisasikan
pada organisasi pemerintah lain. Penggunaan kuesioner sebagai instrumen utama juga
menyebabkan informasi penelitian sangat bergantung pada persepsi responden. Penelitian
selanjutnya disarankan melibatkan beberapa kantor wilayah atau kementerian/lembaga,
menggunakan rentang waktu pengamatan yang lebih panjang, serta menggabungkan data persepsi
dengan data objektif seperti hasil reviu RKA, perubahan atau revisi anggaran, temuan pemeriksaan,
dan capaian kinerja. Selain itu, variabel kompetensi aparatur, manajemen risiko, kualitas informasi,
komitmen organisasi, dan penganggaran berbasis kinerja dapat ditambahkan untuk memperluas

pemahaman mengenai faktor-faktor yang menentukan kualitas RKA.
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